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Nomor W4-Ul/ 1 /SOP/PPID/2024
Tanggal Pembuatan 19 Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 20 Juni 2024

Disahkan Oleh

KPN PEKANBARU KELAS 1A

1. SOP PENGUMUMAN INFORMASI

Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

1.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum

4. BukuII Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

5. Perma 7 tahun 2015 tenlang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi
pemerintah

7. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VI11/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana :
1. Sl

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
1. Dokumen pelayanan informasi




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Pemohon | Petugas Keterangan
Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu Qutput
Informasi :
Informasi
A |Pelayanan Permohonan
1 [Metapor dan menyampakan maksud dan tujeannya Kartu ldentitas ODin Pemohon |2 menit Pelayanan dimula: danh jam 09 00
AEPAEN PRlUdas kedmanan’ penenma tamu _ WIB - 1500 WiIB
2 |a Menenma mengs buku tamu dan mengarahkan Buku Tamu yang belum tensy, [10 menit  |Kartu [dentitas, Buku Tamu
pemohon informas: ke ruang Pejabat Pengelola Informass Kartu Identitas Pemohon yang sudah tensi
dan Dovementast (PPID) I:Ll
—
t MNenghubunci Petugas pelayanan Informas
3 [Menanma serta menjelashan prosedur dan maklumat Media informas), Maklumat 15 menit
layanan intermass kepada pemchon infermas:. Jika Layanan Informast, dan
pemeohen menenma dan memaham maka pemachon Tidak X formulir permohanan
dibenikan tormulir permohonan informasi untuk dust, jha :ﬁ> nformasi
133k menenma maka proses layanan informas: _———
dihentikan Ya
< [Mengrsiformulir permahonan informas: dan . Formulir permohonan 15 ment  |Formulir permohonan
menye/sahhannya kepada Petugas Pelayanan Informasi EJ informasi yang belum tens informasi yang telah tens:
(FPD +
5 [Memernksa formulir permohonan infarmas: dan identitas Formulir permohonan 30 ment  |Formulir register permohonan | Tanda bukt permohonan sekurang
pemchon Jika tdek sesual formulir dhembalkan kepada informas: yang sudah tens, informasi publik yang sudah  [kurangnya berisi data din pemohon
pemohen informast untuk disesuakan Jika sesuai, lormulie regster permghonan tetrst, tanda bukl alasan penggunaan informas,
mereQisiras pernohonan informas: dan membenkan Tida ) informasi publik yang belum permohonan yang sudah waktu dan tanggal penenmaan
tanza bukh dilakukannya permohenan infermasi dan PPI ‘\> Jlerrsu tanda bukt yang belum tensi permohonan, nama petugas
kepada pemohen informasi tensi dan kantu ienttas penenma permohonan dan
pemohon jabatannya senta alamat dan atau
no telpon kenfirmasi
6 |Menenma tanda bukli dilakukannya permohonan Ya 2 menit Tanda bukti permohonan Rekapitulast dan laporan ditakukan
informasi dan pelayanan informasi ( }\ yang sudah tens setiap hari kena dimulai pukul 15 00
-1600WIB
B. |Pelayanan Penyiapan dan Pemberian Informasi yang Diberikan
1 |Melapokan pelaksanaan pelayanan informas: Formulir register permohonan |1 jam Nota dinas. Formulir register  [Batas waktu pelayanan informas:

dilampirkan cengan register permohonan informasi publik
repada PPID tembusan kepada Alasan PPID

informasi publik

permohanan informasi pubhk

adalah 10 (sepuluh) han dan dapat
drperpanjang paling lama 7 (tujuh)
han. Sedangkan untuk informast
Pemilu/Pemilihan yang lengah
benalan, batas waktu pelayanannya
adalah 3 (tiga) hari dan dapat
diperpanjang paling lama 2 (dua)
han




Pelaksana Mutu Baku
; Petugas
Hp vy Pcmohor! Pclayanan PPID Kelengkapan Waktu Qutput Heleramgen
Informasi .
Inlermasi
< {NMencermat nota ¢inas dan Formulir regrster permehonan u Nota dinas, Formulr register |30 menit [Disposis
mformas: publk pka permchonan informast publik
a Jik3 tercapat informas: yang ¢apat dibenkan can!
miormas: yang tdak dapat didenkan maka
memenntankan kepada PP untuk menpnapkan surdl
pembentahuan tertuls dengan melampirkan informas:
yanglersedia canfatou
b Terdapat informas: yang dikecualisan maka —_— m
memenntankan PPl menyiapkan surat pemberitahuan
tertuls dengan melampirkan Sural Keputusan PPID
tentang Penctakan Permohonan
3 |a Menviapkan dan mengajukan kepada PPID yakni sural Disposis: 1jam Draft surat pembertahuan Penyiapan intormasi Bawaslu
pembernitatiuan tertulis dengan melampitkan infermass tertulis dengan melamprkan  [sudah sesua dengan SOP
yang tersedia informast yang tersedia Pengelotaan dan
3 Pendorumentasian Informass
b Menyiapsan ¢an mengajukan kepada PPID yakm surat Ej’ Dra’t surat pembertahuan Bawasiu
pembentahuan tenulis dengan melampirkan Surat tertulis dengan melampitkan
Keputusan PPID tentang Penolakan pha informas: yang Sura! Keputusan PPID
dkecualtan tentang penclakan
permghonan
4 [Memenksa dan mencermat Draft surat pembentahuan 0 ment  |a Surat pembentahuan

a Draft Surat pembentahvan tertulis dengan
melampirkan informasi yang tersedia

b Draft sural pembentahuan tetulis dengan melampirkan
Surat Keputusan PRID tentang penolakan permohonan
%2 informast yang dikecuabkan

Apabia <etuju, menandatangant dan menyerahkan
kepada PP untuk diserahkan kepada pemohon informass
Apabila tdak setupu. menyerahkan kembal ke PPI untuk
diperbak

Tidak

Ya

tertulis dengan melampirkan
informas: yang tersedia

Draft surat pemberitahuan
tertuls ¢engan melampirkan
Surat Keputusan PPID
lenlang panolakan

<> Ipcrmohonnn

tertulis dengan melampirkan
miormast yang tersedia

b Surat pembentahuan
tertuhis dengan melampirkan
Surat Keputusan PPRID
tentang penolakan
permohanan

¢ Disposist




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Pemohon Potugas Keterangan
. | Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Informasi
5 |a Menyapkan tanda tenma surat kepada pemohon | I a Surat pembertahuan 1jam Tanda tenma yang belum

informas:

b Menghubung pemohon bahwa surat pemberitahuan
lertulis beseda lampiran (bila ada) sudah tersedia

¢ Membenkan atau menyampakan surat pembentahuan
tenulis beserta lampriran (bila ada) kepada pemohon
informass

tertulis dengan melampirkan
informasi yang lersedia

b Surat pembentahuan
tertulis dengan melampirkan
Sural Keputusan PPID
tentang penolakan
permohonan

lensi

Menenma surat pembentahuan tertulis besena lampiran
(bila ada)

Tanda buk!l permchonan
yang sudah lens:

5 ment

terisi

Tanda tenma yang sudah

Batas maksimal wakiu pelayanan
informas publik yaitu 2 han kenja




PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
JI. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 — Fax. No. (0761) 22573
PEKANBARU 28127

Nomor Wa-U1/2 /SOP/PPID/2024
Tanggal Pembuatan 19 Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 20 Juni 2024

Disahkan Oleh

KPN PEKANBARU KELAS IA

2. SOP PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
Buku II Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesckretariatan peradilan

i ] e

pemerintah

b

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
I. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi

Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VI11/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
1. Dokumen pelayanan informasi




Diagram Alir Pelayanan Informasi Publik Pada PPID

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Bidang id ol \
Pemohon | Desklayanan Dokurentasi dan o anli:::::j man Atasan PPID Ini:::::si Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID/Desk
Layanan Informasi secara offline maupun online, dengan mengisi form Kartu Identitas
permohonan informasi yang telah disediakan. (KTR/SIM/dIl} untuk
Dengan menjelaskan nama pemohon, format pengiriman informasi serta pemchon '“dil"’]du- . offline maupun
alasan permintaan informasi Akta pendirian 1menit i
arganisasi untuk oing
pemohon badan
hukum
2 | Desk layanan informasi menerima permohonan, kemudian mencatat data 4 Form register
pemochon dan data tentang informasi yang diminta. 1 menit permechonan
| R i, informasi
3 | Desk layanan informasi memberikan tanda bukti dan nomor pendaftaran
permohanan informasi kepada pemohon informasi tanda bukti
30detik | permohonan
informasi
4 | Berdasarkan data informasi yang diminta, bidang pelayanan informasi / desk
pelayanan meneruskan ke bidang dokumentasi dan arsip untuk kemudian E; i___ -
d'ilakukan uji kf)nsek.uensi sta.tus informasi. A;?abila termasuk inf.ormasi y?ng 2 Form register iforrasTdan
tidak dtkecu‘alnkan {informasi publik) maka bidang doku.mentasn dan arsip | permohonan § menit data yang soft copy / hard
mengembalikan ke bidang pelayanan informasi untuk disampaikan kembali | Informas disadiakan copy
kepada pemohon dan memenuhi permintaan pemohaon [
5 | Apabila informasi yang diminta pemohon informasi tidak terdapat dalam
Daftar Informasi Publik dan informasi tersebut adalah informasi yang tidak .
dikecualikan, maka Bidang Pengelolaan Informasi menylapkan informasi . T . infarmestdin soft copy / hard
yang diminta - 30 menit data yang cary
disediakan
& |Menyampaikan informasi atau data atau dokumen yang dibutuhkan
pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh} hari kerja sejak permohonan informasi dan
diterima (pasal 26 ayat (1). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun ‘ s4. 10 hari data yang soft copy / hard
2010). Kt diberikan copy
7 | Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik
yang dimochon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang
dimohon termasuk informasi publik yang dikecimllkan, PPID ‘ | pemberitahuan
memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta 7 hari kerja / surat tertulls
alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis




Diagram Alir Pelayanan Informasi Publik Pada PPID

Pelaksana Mutu Baku
. Uraian Prosedur Bidarg Bidang Pengelolaan Komisi
Pemohon | Desklayanan| Dokumentasidan AtasanPPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi Informasi
Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 |Apabila informasi yang diminta pemohon termasuk yang dikecualikan maka
Bidang Dokt:lrn.enlasi dan Arsip manvafnpaikan pemberitahuan tertulis bahwa - ] Peinberitahian
data yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan I—
9 | Apabila pemohon dapat menerima/puas dengan jawaban/keterangan
mengenal informasi yang dikecualikan, maka proses pelayanan selesal. Jika Pernyataan
pemochon tidak puas maka dapat menyampaikan keberatan kepada atasan = keberatan dari
PPID melalui desk layanan pemochan
10 | Atasan PPID menyusun materi tanggapan atas keberatan untuk disampaikan
kepada pemohon. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat- - -: - 30 hari kerja Materi
lambatnya 30 hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam tanggapan
buku register keberatan
11 |Jika pemohon puas terhadap materi tanggapan dari atas PPID, maka proses
selesai. Jika pemohon tidak puas maka dapat mengajukan mediasi atau Sidang sengketa
ajudikasi ke Komisi Informasi > informasi
12 | Jika mediasi atau ajudikasi di Komisi Infarmasi dianggap cukup maka ]
Informasi

pelayanan informasi sebagai tugas PPID dianggap selesai

dipenuhi atau
tidak dipenuhi




PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
J1. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 — Fax. No. (0761) 22573
PEKANBARU 28127 '
Website : www.pn-pekanbaru.go.id Email : admin‘@pn-pekanbaru.go.id

Nomor

W4-Ul/ 3 /SOP/PPID/2024

Tanggal Pembuatan 19 Juni 2024
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 20 Juni 2024

Disahkan Oleh

KPN PEKANBARU KELAS 1A

3. SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum :

l. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum

4. Bukull Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi
pemerintah

7. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana :
1. Sl

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
1. Dokumen pelayanan informasi




Diagram Alir Pengelolaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur
Pelayanan Tim Pertimbangan
Pemohon Atasan PPID ¥ . san Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi Pelayanan Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengajukan keberatan secara tertulis atau
mengisi form di sistem PPID atas pelayanan - s ; Pengajuan
I informasi yang sudah diberikan dan Eeligalan Reberaan FMenit Keberatan
ditujukan ke Atasan PPID Utama
i i asi i A 2 <
Meneri ma kcbcmtqn mfon_n‘isl dari _ v K iberfan tiemast
pemohon informasi, mengisi formulir P . -
2 ) g = melalui sistem atau 10 menit Formulir keberatan
keberatan informasi dan meneruskannya ke )
tertulis
atasan PPID
¢ Menerima perfnchonan I::Cbm?aml? tnkimac — Formulir keberatan 30 menit Formulir keberatan
dan mengadakan rapat korrdinasi
Melaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya
4. | dituangkan dalam berita acara yang ‘;- Formulir keberatan 10 menit Berita acara rapat
ditandatangani semua peserta rapat
Menerima hasil keputusan rapat koordinasi, .
5 o Fanggapan
5 mendokumentasikan dan memberikan -‘ Berit ¢ | hari keria | terhadan keberatan
" | jawaban kepada pemohon atas keberatan a GRia deata. Hpa AL xera o
/ . AR informasi
informasi yang diajukannya
’ . h £ Tanggapan
Menerima tanggapan /jawaban atas Tanggapan terhadap ; : £gap: :
6. | keberatan informasi yang diajukan Yeboratai il 10 menit tcrhai(rll.;‘grl:]:::imun




Nomor ; W4-Ul/4/SOP/PPID/2024
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA Tanggal Pembuatan : 19 Juni 2024
J1. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 — Fax. No. (0761) 22573 Tanggal Revisi : i
PEKANBARU 28127
Website : www.pn-pckanbaru.go.id Email : adminf@pn-pekanbaru.go.id Tanggal Efektif : 20 Juni 2024
DishmClich KPN PEKANBARU KELAS 1A

4. SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 1. S1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Buku Il Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Peralatan/Perlengkapan :
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesckretariatan peradilan 1. Komputer/Laptop
6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi | 2. Printer
pemerintah 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen pelayanan informasi

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.




Diagram Alir Penanganan Sengketa Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
No., Uraian Prosedur
Bidang Fasilitasi o ;
Pemohon Sengketa Atasan PPID Komisi Informasi | Kelengkapan Waktu Output | Keterangan
1 2 3 4 S 6" _ 7 8 ) 10
Mengirimkan permohonan penyelesaian Strdt peemiohonan e s
1 g P peny penyelesaian 1 harikerja | penyelesaian
sengketa ! :
sengketa informasi sengketa
Menganalisis sengketa dalam upaya Surat permohonan Hasil analisis
2 penyelesaian bersama Bidang Fasilitasi penyelesaian | hari kerja | penyelesaian
Sengketa sengketa sengketa
3 . o _ _ Berita acara Maksimal 10 | Hasil
Melaksanakan mediasi sengketa informasi penyelesaian P penyelesaian
- hari kerja
sengketa sengketa
4 ll\f[enenm.a putusan mediasi sengketa HisstL ot ChaheiE Pulu;an_ hasil
informasi mediasi
tidak
Apabllzf llcl.ak s.ctu_]u, maka dilanjutkan ke Pt o I’_ela!(sal?aan )
5. | tahap ajudikasi 28 1 harikerja | ajudikasi/persi
mediasi de
angan




Nomor I W4-U1/ 5 /SOP/PPID/2024

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA Tanggal Pembuatan : 19 Juni 2024
JI. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 — Fax. No. (0761) 22573 Tanggal Revisi ; i
PEKANBARU 28127
Website : www.pn-pekanbaru.go.id Email : admin@pn-pekanbaru.go.id Tanggal Efektif : 20 Juni 2024

i |
Psdloi Cleh KPN PEKANBARU KELAS IA

5. SOP PENGUJIAN TENTANG KOSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 1. S1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Bukull Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Peralatan/Perlengkapan :
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan 1. Komputer/Laptop
6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi | 2. Printer
pemerintah 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
7. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VI11/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Pencatatan dan Pendataan :
1. Dokumen pelayanan informasi
Keterkaitan :

1. SOP Perdata
2. SOP Pidana
3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.




No.

Kegiatan

Diagram Alir Uji Konsekuensi Informasi Publik

Pelaksana

Pendukung

PPID Utama

e

Bidang
Pengelolaan
Informasi
o

Tim
Pertimbangan

Tim PPID OPD

e

Kelengkapan

7

Waktu

Output

Keterangan

0

Tim PPID OPD mengajukan permohonan uji konsekuensi
kepada PPID Utama. PPID Utama melakukan kajian atas
informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan
melibatkan tim pertimbangan,

3

(3%

Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang
dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang,
kepatutan dan kepentingan umum.

v

Menyampaikan kepada bidang pengelolaan informasi untuk
melakukan otentifikasi dokumen atas informasi yang diminta
pemohon informasi.

Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi
terbuka maka PPID Utama memerintahan kepada PPID OPD
untuk membuka informasi/dokumen yang dimaksud.

Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan
dinyatakan dikecualikan, maka PPID OPD memuat surat
penolakan kepada pemohon informasi.

rF 3

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi
dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau
memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status
informasi/dokumen dinyatakan tertutup.

Y
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6. SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI

PUBLIK
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Buku Il Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan
6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi

pemerintah

o

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.

Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :
1. Dokumen pelayanan informasi




Diagram Alir Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur - -
PPID Bidang Dokumentasi dan Atasan PPID Bidang
Perangkat | Klasifikasi Informasi PPID Provinsi Pelayanan Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Daerah Provinsi e Informasi

1 7 3 4 5 6 : 7 8 9 10
Mengirimkan informasi publik yang Tand ;

1 dikuasai oleh Organisasi Perangkat Dacrah Data dan dokumen § Wt baia d;‘:‘ gapcgzﬁmazn
melalui sistem atau ke Sckretariat PPID informasi publik J SN TR
Pzt informasi publik

rovinsi
Menerima informasi publik dan disposisi ke Disposisi data dan

2 Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi [?E:E:] (:r?:;gokfg i?(n 5 menit dokumen informasi
Informasi PPID Provinsi P publik
Melakukan klasifikasi informasi yang Data dan dokumen

3 diterima, mendokumentasikan dan Data dan dokumen AR informasi publik
meneruskan ke Bidang Pelayanan informasi informasi publik yang telah
untuk diarsipkan terklasifikasi
Me.ng.almipkan Jnlbrrpam _publlk pada tempat Hasil klasifikasi Data
arsip informasi publik, Sistem Informasi : ; Draft dafiar

4. . : dan dokumen 10 menit it : ,
Publik dan memutakhirkan draft daftar . ; 3 informasi publik
. ; : informasi publik
informasi publik
Menerima draft dal‘}ar inlbrn}asi ]Jl:lb]ik dan Draft dafiar _ Daﬂ‘ar informasi

5. | menetapkan daftar informasi publik § s ; 10 menit publik yang telah

informiasi publik dimutakhirkan




> Nomor : W4-U1/7 /SOP/PPID/2024
Tanggal Pembuatan 3 19 Juni 2024
Tanggal Revisi : -
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7. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DI KECUALIKAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 1. S1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Bukull Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Peralatan/Perlengkapan :
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan 1. Komputer/Laptop
6. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan repormasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur adninistrasi | 2. Printer
pemerintah 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
7. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/V111/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen pelayanan informasi

Keterkaitan :

1. SOP Perdata

2. SOP Pidana

3. SOP Umum Keuangan

Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.




Diagram Alir Uji Konsekuensi Informasi Publik

Pelaksana Pendukung
No. Kegiatan Bidan Keterangan
Ketua PPID e :
PPID Utama Utama Pengelolaan | Tim PPID OPD| Kelengkapan Waktu Output
o _ ' _ Informasi
1 2 : 3 4 5 6 7 T 90 10
1 PPID OPD memberikan daftar informasi publik yang
dikuasainya kepada PPID Utama Daftar informasi publik
Awal tahun
OPD
A
2 Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi publik yang |
sudah didaftarkan PPID OPD, | oo
. | Pada hari dan | 931
Apabila ditemukan kesalahan dalam daftar informasi publik, jam kerja |nf01:ma5|
maka daftar informasi publik tersebut akan dikembalikan publik yang
kepada PPID OPD untuk diperbaiki. disahkan
3 PPID Utama mengumpulkan softcopy dan/atau hardcopy data Otentifikasi
informasi publik dari PPID OPD, kemudian dilakukan data d
ISR PR ‘ : Data dan dok Pada hari d £ oan
otentifikasi untuk validasi dan keamanan informasi/dokumen. ald.uall CoxUIbel AdaNATLOAN: | "l en
seluruh DIP OPD jam kerja
seluruh DIP
OPD
4 Mendokumentasikan informasi dan dokumen publik yang telah e
disahkan dan diotentifikasi Publikasi
P publik yang

telah disahkan




Diagram Alir Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

dikecualikan disahkan

terdokumentasikan dengan
baik

Pelaksana Pendukung
No. Kegiatan
PPID Utama Ketua PPID Utama |Atasan PPID Utama Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2T . 3 4 5 7 -8 9 10
1 Membuat berita acara dokumen yang telah
dinyatakan dikecualikan oleh Tim R g
Pertimbangan dan telah diotentifikasi, Berita acara Setiap saat gii‘;::au‘:l:;’;;ndok“men yang
diserahkan kepada ketua PPID Utama untuk
disahkan
2 Ketua PPID menerima dokumen yang telah
dinyatakan dikecualikan untuk disahkan Dokumen yang telah Seli l Pengesahan dokumen yang
dinyatakan dikecualikan cliap saa dikecualian
3 Memberitahukan kepada atas PPID dan juga
i e o I.t . - . .
mengesah%ca{l bem? AR EIRD Berita acara dokumen yang | Pada hari dan jam | Beritaacara dokumen yang
dokumen/informasi > : : ; : ; : .
L dikecualikan kerja dikecualikan disahkan
4 Mendokumentasikan dokumen yang Dafiar informasi publik
dikecualikan dalam ruang/lemari khusus ; dan dokumen/ berkas yang
r Berita acara dokumen yang G s i S
< Setiap saat dikecualikan




